GUBERNUR LAMPUNG
PERATURAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR 29 TAHUN 2021

TENTANG

PENANGANAN PENGADUAN MASYARAKAT DI LINGKUNGAN PEMERINTAH

Menimbang

Mengingat

PROVINSI LAMPUNG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR LAMPUNG,

bahwa dalam rangka mendukung tercapainya
penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas Korupsi,
Kolusi, dan Nepotisme (KKN) dalam upaya pencegahan dan
pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagai wujud
Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari
Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani
(WBBM) di Provinsi Lampung;

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Perjanjian Kerja
sama antara Komisi Pemberantasan Korupsi Republik
Indonesia dengan Pemerintah Provinsi Lampung tentang
Penanganan Pengaduan Dalam Upaya Pemberantasan
Tindak Pidana Korupsi perlu meningkatkan efektivitas dan
efisiensi penanganan pengaduan masyarakat terintegrasi
secara profesional, transparan, dan akuntabel,;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan
Gubernur Lampung tentang Penanganan Pengaduan
Masyarakat di Lingkungan Pemerintah Provinsi Lampung;

Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945;

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Penetapan
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3
Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I
Lampung dengan mengubah Undang-Undang Nomor 25
Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I
Sumatera Selatan menjadi Undang-Undang (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 95,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
2688);

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang
Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari
Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
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13,

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang
pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 3874, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 140)
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor
20 Tahun 2001 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2001 Nomor 4150, Tambahan Lembaran Negara Indonesia
Nomor 4150);

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5494);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 (Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5587) tentang Pemerintahan
Daerah sebagaimana telah berapakali diubah terakhir
dengan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang
Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
245, Tambahan Lembaran negara indonesia Nomor 6573);

Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 1999 tentang Tarif
Pajak Penghasilan Pasal 21 Atas Penghasilan berupa Uang
Pesangon, Uang Mamfaat Pensiun, Tunjangan Hari Tua, Dan
Jaminan Hari Tua Yang Dibayarkan Sekaligus (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 129,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
3866);

Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem
Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4890);

Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang
Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5135);

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang
Pembinaan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 73,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
6041);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 25 Tahun 2007
tentang Pedoman Penanganan Pengaduan Masyarakat di
Lingkungan Departemen Dalam Negeri dan Pemerintah
Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur N_egara 52
Tahun 2014 tentang Pedoman Zona Integritas (Berita Negara
Republik Indonesia Nomor 1813);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2036) sebagaimana
telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor
120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan
Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2018 Nomor 157);




Menetapkan

14.

15. Peraturan Gubernur Lampung Nomor 56 Tahun 2019
tentang Kedud.ukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi
Serta Tata Kerja Perangkat Daerah Provinsi Lampung,

MEMUTUSKAN:

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :
1. Daerah adalah Provinsi Lampung.

2, Pemeriptah Daerah adalah Gubernur dan perangkat daerah
sebagai  unsur penyelenggara Pemerintah Daerah Provinsi
Lampung.

Gubernur adalah Kepala Daerah Provinsi Lampung,

Wakil Gubernur Lampung adalah Wakil Kepala Daerah

Provinsi Lampung.

Sekretariat Daerah adalah Sekretariat Daerah Provinsi.

Inspektorat adalah Inspektorat Provinsi Lampung.

Inspektur adalah Inspektur Provinsi Lampung.

Inspektur Pembantu Wilayah V adalah Inspektur Pembantu

pada Inspektorat Provinsi Lampung yang bertugas menerima

pengaduan Masyarakat sesuai dengan ketentuan Peraturan
perundang-undangan.

9. Badan Kepegawaian Daerah selanjutnya disingkat BKD
adalah Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Lampung.

10. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah yang
selanjutnya disingkat BPKAD adalah Badan Pengelolaan
Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Lampung.

11. Tim adalah Auditor, Pengawas Penyelenggaraan Urusan
Pemerintahan Daerah (P2UPD) dan/atau Pegawai yang
bertugas di Inspektorat Provinsi dan/atau Inspektorat
Pembantu Wilayah.

12. Perangkat Daerah selanjutnya disingkat PD adalah
Perangkat Daerah Provinsi Lampung.

13. Unit Pelaksana Teknis Daerah yang selanjutnya disingkat
PD adalah Perangkat Daerah Provinsi Lampung.

14. Pengaduan masyarakat adalah bentuk penerapan dari
pengawasan masyarakat yang disampaikan oleh masyarakat
kepada Aparatur Pemerintah Daerah, berupa sumbangan
pikiran, saran, gagasan atau keluhan/pengaduan yang

bersifat membangun.
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(1)

(2)

(1)
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Pemeriksaan adalah suatu proses sistemﬂc qqtuk mempqroleh dan
mengevaluasi bukti secara objektif mengenai _kpndlsl, denggn ‘tujuan untuk
menetapkan tingkat kesesuaian antara kondisi dengan kriteria yang telah

i Y lan data, informasi dan
Investigasi adalah upaya pencarian dan pengumpuian ata,

temuargx lainnya untull)( zrnengetahui dan mengungkap kebenaran sebuah fakta
mengenai ada/tidaknya penyimpangan/kecurangan yang dilakukan oleh
seseorang atau sekelompok orang. o
Penanganan pengaduan masyarakat adalah proses kegiatan yang meliputi
penerimaan, pencatatan, penelaahan, penanganan pengaduan masyarakat,
pelaporan, tindak lanjut dan pengarsipan.

Pelapor adalah individu atau kelompok masyarakat yang menyampaikan
pengaduan kepada Pemerintah Daerah.

Terlapor adalah aparatur daerah yang diduga melakukan penyimpangan atau
pelanggaran.

Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah Warga Negara
Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebaga Pegawai ASN secara
tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan
pemerintahan

BAB II
KRITERIA DAN RUANG LINGKUP PENGADUAN MASYARAKAT
Pasal 2
Kriteria pengaduan masyarakat meliputi :
a. obyektif, tidak bersifat fitnah;
b. Dbersifat konstruktif;
c. menginformasikan adanya indikasi terjadinya pelanggaran, penyimpangan
dan Penyelewengan dan penyalahgunaan wewenang serta kesalahanan
yang dilakukan oleh aparatur;

d. sumbang saran terhadap penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;

ditujukan atau ditembuskan kepada Pemerintah Daerah; dan

f.  identitas pelapor jelas dan memberikan bukti awal adanya indikasi
pelanggaran.

Ruang lingkup pengaduan masyarakat dapat dikelompokkan sebagai berikut:

a. penyalahgunaan wewenang;

penyimpangan/ menghambat dalam pelayanan masyarakat;

pelanggaran disiplin pegawai;

penyimpangan dalam pengelolaan anggaran; dan

Pelanggaran ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.

Pasal 3

Pengaduan masyarakat dapat dikelompokkan dalam:
a. pengaduan masyarakat berkadar pengawasan; dan
aduan masyarakat tidak berkadar pengawasan.

o

P EPpE

b. peng
Pengaduan masyarakat berkadar pengawasan sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) huruf a merupakan pengagduan. mgsyarakat yang isinya mengandung
informasi atau adanya indikasi terjadinya penyimpangan, pelanggaran
dan/atau penyalahgunaan wewenang  yang dilakukan oleh aparatur daerah
yang berpotensi mengakibatkan kerugian masyarakat atau daerah.
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pengawasan sebagaimana dimaksud
duan masyarakat yang isinya seperti
gga bermanfaat bagi perbaikan

Pengaduan masyarakat tidak berkadar
pada ayat (1) huruf b merupakan penga
sumbang saran, kritik yang konstruktif, sehin
penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan masyarakat.
Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas ba'ldan.
hukum/perseroan/yayasan termasuk perorangan, organisasi
masyarakat/lembaga swadaya masyarakat, partai politik, institusi atau
penerusan pengaduan oleh Kementerian/Lembaga/Komisi Negara.

Pasal 4

Pengaduan masyarakat dapat disampaikan secara langsung melalui Aplikasi
Website Whistleblower System yang dikelola bersama antara Pemerintah
Provinsi Lampung dan Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia,
tatap muka/lisan (kemudian dituangkan kedalam formulir yang disediakan
oleh Inspektorat Provinsi Lampung, maupun secara tertulis dan elektonik
(surat, Whatsapp, SMS dan e-mail) kepada Gubernur.

Pengaduan masyarakat melalui Aplikasi Website Whistleblower System terkait
dugaan Tindak pidana korupsi tindak lanjutnya akan dikoordinasikan dengan
Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan penangananya dilakukan
dengan Inspektorat Provinsi Lampung.

Pengaduan masyarakat dapat disampaikan melalui aparat penegak
hukum/pihak lain dan diteruskan/dilimpahkan ke Inspektorat/Inspektur
Pembantu Wilayah V.

Pengaduan berkadar pengawasan dapat disampaikan secara langsung oleh
masyarakat kepada Inspektorat/Inspektorat Pembantu Wilayah V.

Pengaduan tidak berkadar pengawasan dapat disampaikan secara langsung
oleh masyarakat kepada PD/UPTD terkait sesuai tugas pokok dan fungsinya.
BAB III

TATA CARA PENANGANAN PENGADUAN MASYARAKAT
Pasal 5

Tata cara penanganan pengaduan masyarakat dilakukan dengan tahapan sebagai
berikut:

a,

o

- o Ao o

Pencatatan pengaduan masyarakat;

Penelaahan pengaduan masyarakat;

Penanganan pengaduan masyarakat;

pelaporan hasil penanganan pengaduan masyarakat;

pemantauan tindak lanjut hasil penanganan pengaduan masyarakat; dan.

pengarsipan.



(1)

(@)

(3)
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Penelaahan pengaduan masyarakat yang dilakukan oleh Ins
Pembantu Wilayah V meliputi kegiatan sebagai berikut:

Bagian Kesatu
Pencatatan Pengaduan Masyarakat

Pasal 6

Gubernur menyampaikan pengaduan masyarakat —yang diterima kepada

Inspektorat dan/atau PD/UPTD terlapor.

: i dur
Pencataan pengaduan masyarakat dilakukan sesuai dengan prose
penatausahaan/pengadministrasian yang berlaku di Inspektorat/PD/UPTD
yang ditetapkan dengan Peraturan Kepala PD/UPTD /Inspektorat.
Pencatatan pengaduan masyarakat minimal memuat data surat pengad.uan
(nomor dan tanggal agenda, tanggal surat pengaduan, kategori, perihal,
identitas pelapor (nama, alamat, pekerjaan) dan identitas terlapor (nama, NIP,
alamat, jabatan, instansi terlapor).

Bagian Kedua
Penelaahan Pengaduan Masyarakat

Pasal 7

Penelaahan pengaduan masyarakat yang dilakukan oleh PD/UPTD

meliputi kegiatan sebagai berikut:
a. merumuskan inti masalah yang diadukan;

b. menghubungkan materi pengaduan dengan peraturan yang

terkait;

c. meneliti dokumen dan/atau informasi yang pernah ada dalam kaitannya

dengan materi pengaduan yang baru diterima; dan

d. menetapkan hasil penelahaan pengaduan masyarakat untuk proses

penanganan selanjutnya.

Materi pengaduan yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturanperundang-
undangan dan tidak mungkin untuk dilaksanakan oleh %eme@tfh

Daerah, tidak perlu diproses lebih lanjut.

Laporan hasil penelaahan pengaduan masyarakat oleh PD /UPTD terlapor yang
disimpulkan berkadar pengawasaan maka pengaduan masyarakat dimaksud
diteruskan kepada Inspektorat dengan melampirkan bukti-bukti dan

dokumentasi pendukung lainnya.

Pasal 8

a. merumuskan inti masalah yang diadukan;
b. menghubungkan materi pengaduan dengan peraturan yang terkait.;

¢. meneliti dokumen dan/atau informasi yang pernah ada dalam kaitannya

dengan materi pengaduan yang baru diterima;

d. menetapkan hasil penelahaan pengaduan masyarakat untuk proses

penanganan selanjutnya; dan
€ melakukan klarifikasi melalui pemanggilan/undangan.

'
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Pasal 9
t diproses oleh Inspektorat/Inspektur

L a . .
g:;g;:riin Wrrilli;};iral;z;lg}?ng pgﬁgaduan yang jelas 1denc’:;;::;0r;;<:§pzvr;};§
dan/atau mempunyai bukti awal terhadap masalah yang ;
terlebih dahulu dilakukan penelahan. —
Hasil telaahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk menyimpulkan

berkadar pengawasan atau tidak berkadar pengawasarn. -
ang sifatnya ditangani /diperiksa

Khusus untuk pengaduan masyarakat y A o .
secara langsung oleh Inspektorat sesuai dengan disposisi atau perintah
Gubernur, maka tidak diperlukan penelaahan.

Bagian Ketiga
Penanganan Pengaduan Masyarakat

Pasal 10

Penanganan pengaduan meliputi penelahaan, klarifikasi/konfirmasi dan

pemeriksaan.
Penanganan pengaduan masyarakat tidak berkadar pengawasan diselesaikan
oleh PD/UPTD terlapor sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.
Pengaduan masyarakat tidak berkadar pengawasan yang ditujukan langsung
kepada Gubernur atau Inspektorat/Inspektur Pembantu Wilayah V tidak
perlu diproses lebih Ianjut.

Apabila pengaduan masyarakat tidak berkadar pengawasan bersifat
saran/perbaikan diteruskan ke PD/UPTD bersangkutan.

Pasal 11

Penanganan pengaduan masyarakat berkadar pengawasan dilakukan
pemeriksaan oleh Inspektorat/Inspektur Pembanty Wilaya%l V.

Inspektur dengan kewgnangannya melalui Inspektur Pembantu Wilayah V
dapat melakukan pemeriksaan atas pengaduan yang diterima.

Pemeriksaan pengaduan sebagaimana dimaksud pPada ayat (1) dilakuk
oleh Tim yang terdiri dari Auditor, Pengawas Penyelengga.r(aa)m Umsg
Pemerintahan Daerah dan/atau Pegawai yang bertugas di Inspektorat
dan/atau Inspektur Pembantu Wilayah V., e

Penugasan kepada' Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dit k
dalam Surat Perintah Tugas Inspektur atay Sekretaiis h(ls)pelit:)lggatf;

nama Inspektur.
Pasal 12

Tim sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (3) dalam pelak a
penugasannya dapat melakukan pemanggilan terhadap pihak—%ihaks antz;?g’it
untuk dilakukan pemeriksaan di kantor Inspektorat/ Inspektur Pembantu
Wilayah V.

Dengan alasan yang dapat dipertanggung jawabkan, Tim dapat melakukan
pemeriksaan  terhadap  pihak-pihak  terkait  gj Iiuar kantor
Inspektorat/Inspektur Pembantu Wilayah V.
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Pasal 13
s Wilayah V
Kegiatan pemeriksaan oleh Inspektorat/Inspektur Pembants, =~ TC/owa’ "
dilakukan untuk memperoleh bukti fisik, bukti dokum r’nengenai flsaaraT
keterangan pihak terkait dan/atau bukti-bukti lainnya

materi pengaduan. _ i oh-
Pemeriksaan untuk pembuktian kebenaran dilaksanakan dengan langk

langkah yang meliputi telaahan lanjutan, konfirmasi dan klarifikasi.

Pemeriksaan dilakukan dengan standar pemeriksaan .
Pemeriksaan yang dilakukan oleh Inspektorat P.embantu Wﬂaﬁ\h kzmygng
terindikasi pengenaan sanksi hukuman dlslplu} atau terja an/ekgz)ir;
Keuangan daerah yang dapat terlebih dahulu dilakukan papar p

dengan menghadirkan Kepala PD JUPTD/atasan langsung.

Apabila hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksgd aya't (1). menyangkut tindak
pidana, maka pengaduan masyarakat dapat dikoordinasikan kepada Aparat

Penegak Hukum.

Bagian Keempat
Pelaporan Hasil Penanganan Pengaduan Masyarakat
Pasal 14

Pelapor pengaduan masyarakat dijaga kerahasiannya.

Pelaporan pengaduan masyarakat tidak berkadar pengawasan oleh PD /UPTD
terlapor diselesaikan dalam jangka waktu paling lama 14 (empat belas ) hari
kerja setelah pengaduan diterima,

Pelaporan pengaduan masyarakat berkadar pengawasan oleh
Inspektorat/Inspektur Pembantu wilayah V diselesaikan dalam jangka waktu
paling lambat 14 (empat belas) hari kerja setelah berakhir masa penugasan
dan dapat diperpanjang dengan membuat laporan sementara dan
menyebutkan alasan yang dapat dipertanggungjawabkan.

Pelaporan p engadugn masyarakat yang berdasar disposisi/perintah Gub
diselesaikan dalam jangka waktu yang ditentukan. P ubernur

Laporan hasil pengaduan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2
bersifat rahasia, tldak. bo_leh dibuka k'epada publik dan tidak bcﬁeh dib};rikgul
kepada publik kecuali ditentukan lain sesuaj dengan ketentuan peraturan

perundang—undangan.
Pasal 15

laporan pengaduan masyarakat yang tidak berkadar pengawasan
gfsagipaikan kepada Inspektorat/Inspektur Pembanty Wilayah V. 8

Pelaporan  penanganan  pengaduan  berkadar  pengawasan oleh
Inspektorat/Inspektur Pembantu Wilayah V dilaporkan ke Gubernur dengan
tembuskan kepada Wakil Gubernur, Sekretaris Daerah, BKD dan PD/UPTD

bersangkutan.

enanganan pengaduan masyarakat berkadar Pengawasan yang
zerlg:;:nk:rugian keuangan daerah oleh Inspektorat/Inspektur Pembantu
Wilayah V dilaporkan ke Gubernur dengan tembusan kepada Wakil Gubernur,

Sekretaris Daerah, BKD, dan PD/UPTD bersangkutan.



ilimpahkan dari instansi/Lembaga

4 P el"=1po.raln pengaduan masyarakat yang d :
Pemerintah lainnya disampaikan kepada Instansi/ Lembaga Pemerintah yang

bersangkutan.
ga Pemerintah lainnya

at dari instansi/Lemba
ada instansi/lembaga

PTD disampaikan kep
Inspektorat/Inspektur

(5)  Pelaporan pengaduan masyarak
busan kepada

yang diterima langsung PD/U
Pemerintah bersangkutan dengan tem
Pembantu Wilayah V.

Bagian Kelima
Pemantauan Tindak Lanjut Hasi Penanganan
Pengaduan Masyarakat

Pasal 16

Laporan hasil penan
_ ganan pengaduan masyarakat oleh Inspektorat Inspektur
Pembantu Wilayah V ditindaklanjuti oleh PD/UPTD terkait paling 1amb/at 318 (tiga

puluh) hari sejak laporan dimaksud diterima.
Pasal 17

(1) Inspektorat/Inspektur Pemban i
I / : tu Wilayah V mengkoordinasikan
tindak lanjut hasil penanganan pengaduan rr%asyarakat. pemantanan.

(2) Pemantauan tindak lanj i
. . jut hasil penanganan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakul%an secaff;3 I;%?ﬁé?l? masyarakat

Laporan hasil pemantauan tindak lanjut penanganan pengaduan masyarakat
a

3)
disampaikan oleh Inspektur kepada Gubernur

(4) Laporan hasil pemantauan tindak lanj
; X jut penangan
1c)hal‘ldokumentas1k.an oleh Inspektorat /Inspekturgpe?nnb:z?fa%gan masyarakat
an pemuktahiran data tindak lanjut pPenanganan pengadua_tlllarzah \Y% all.lntuk
asyarakat.
Bagian Keenam
Pengarsipan
Pasal 18
\) Penyimpanan dokumen diatur berdasarkan Kklasi : s
instansi/unit kerja terlapor serta urutan waktu ngg?isli a.lfms masalah dan
Arsip-arsip surat pengaduan masyarakat disimpan dengan baik

(3) Terhadap permintaan informasi dari pi :
pihak lain

Swadaya Masyarakat, mfedia massa danlain-lain) sg:;f;a;at, 1‘:embaga

dalam Pasal 14 ayat (4), 'infornasi yang dapat diberikan terbatasa h:nu;l:k : utd

ata

statistik penanganannya bukan substansi.
BAB IV
PEMBIAYAAN
Pasal 19

Biaya yang di
g diperlukan untuk pelaksanaan penanganan
b : pengaduan ma
A;erSdaf pengawasan dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan B:%r:r{;:( egaﬁzﬁ
"BD) melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran Inspektorat/Inspektur Pembantu

Wilayah V Provinsi Lampung,
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BAB V
KETENTUAN LAINNYA
Pasal 20

pengaduan masyarakat  oleh

juk  tekni enanganan
fampel sl A i lanjut ditetapkan dengan

Inspektorat/Inspektur Pembantu Wilayah V lebih
Keputusan Inspektur.

Pasal 21

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan, pengundanggn' Peraturan
Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah  Provinsi Lampung.

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal 13 Agustus 2021

GUBERNUR LAMPUNG,

ttd
ARINAL DJUNAIDI

Diundangkan di Telukbetung
pada tanggal 13 Agustus 2021

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI LAMPUNG,

ttd

FAHRIZAL DARMINTO
Salinan sesuai aslinya

Pembina Tingkat I
NIP. 19650905 199103 1 004

BERITA DAERAH PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2021 NOMOR 29



GUBERNUR LAMPUNG

PERATURAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR 36 TAHUN 2021

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR LAMPUNG NOMOR 29 TAHUN 2021
TENTANG PENANGANAN PENGADUAN MASYARAKAT DI LINGKUNGAN

Menimbang

Mengingat

PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR LAMPUNG,

bahwa dalam rangka mendukung tercapainya penyelenggaraan
negara yang bersih dan bebas Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme
(KKN) dalam upaya pencegahan dan pemberantasan Tindak
Pidana Korupsi sebagai wujud Pembangunan Zona Integritas
menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah
Birokrasi Bersih Melayani (WBBM) di Provinsi Lampung, telah
ditetapkan Peraturan Gubernur Lampung Nomor 29 Tahun
2021 tentang Penanganan Pengaduan Masyarakat di
Lingkungan Pemerintah Provinsi Lampung;

bahwa terhadap Peraturan Gubernur dimaksud perlu
dilakukan perubahan untuk disesuaikan dengan arahan
Komisi Pemberantas Korupsi Republik Indonesia;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Perubahan Atas
Peraturan Gubernur Lampung Nomor 29 Tahun 2021 tentang
Penanganan Pengaduan Masyarakat di Lingkungan Pemerintah
Provinsi Lampung;

Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945;

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Penetapan
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3
Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat [ Lampung
dengan mengubah Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1959
tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan
menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1964 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 2688);

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang
Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi,
Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3851);

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang
pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 3874, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 140) sebagaimana
telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor
4150, Tambahan Lembaran Negara Indonesia Nomor 4150);



Menetapkan

10.

11.

12,

13.

14.

15,

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5494);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 (Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5587) tentang Pemerintahan
Daerah sebagaimana telah berapakali diubah terakhir dengan
Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja
(Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 245, Tambahan
Lembaran negara indonesia Nomor 6573);

Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 1999 tentang Tarif
Pajak Penghasilan Pasal 21 Atas Penghasilan berupa Uang
Pesangon, Uang Mamfaat Pensiun, Tunjangan Hari Tua, Dan
Jaminan Hari Tua Yang Dibayarkan Sekaligus (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 129, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3866);

Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem
Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4890);

Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin
Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5135);

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang
Pembinaan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 73, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 25 Tahun 2007
tentang Pedoman Penanganan Pengaduan Masyarakat di
Lingkungan Departemen Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah
(Berita Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara 52 Tahun
2014 tentang Pedoman Zona Integritas (Berita Negara Republik
Indonesia Nomor 1813);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2036) sebagaimana
telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor
120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan
Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2018 Nomor 157);

Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 4 Tahun 2919
tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi
Lampung (Lembaran Daerah Provinsi Lampung Tahun 2019
Nomor 4);

Peraturan Gubernur Lampung Nomor 56 Tahun 2Q19 tentang
Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata
Kerja Perangkat Daerah Provinsi Lampung;

MEMUTUSKAN:

HAN ATAS
TURAN GUBERNUR TENTANG PERUBA
f’gg:TURAN GUBERNUR LAMPUNG NOMOR 29 TAHUN 2021
TENTANG PENANGANAN PENGADUAN MASYARAKAT DI
LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG.



Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Gubernur Lampung Nomor 29 Tahun 2021
tentang tentang Penanganan Pengaduan Masyarakat Di Lingkungan Pemerintah
Provinsi Lampung (Berita Daerah Provinsi Lampung Tahun 2021 Nomor 29) diubah
sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 2 ayat (2), ditambahkan 4 (empat) huruf yaitu huruf el, huruf e2,
huruf e3 dan huruf e4 sehingga berbunyi sebagai berikut:
Pasal 2

(1) Kriteria pengaduan masyarakat meliputi:

a. obyektif, tidak bersifat fitnah;

b. bersifat konstruktif;

C. menginformasikan adanya indikasi terjadinya pelanggaran, penyimpangan
dan Penyelewengan dan penyalahgunaan wewenang serta kesalahanan
yang dilakukan oleh aparatur;

d. sumbang saran terhadap penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;

ditujukan atau ditembuskan kepada Pemerintah Daerah; dan
identitas pelapor Jjelas dan memberikan bukti awal adanya indikasi
pelanggaran.

o

(2) Ruang lingkup pengaduan masyarakat dapat dikelompokan sebagai berikut:
penyalahgunaan wewenang;

penyimpangan/menghambat dalam pelayanan masyarakat;
pelanggaran disiplin pegawai:

penyimpangan dalam pengelolaan anggaran;

pelanggaran ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya;
pelaporan dan penanganan pengaduan tindak pidana korupsi;
perlindungan;

e3. pemberian penghargaan; dan

e4. pemberian sanksi.

D
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2. Diantara ketentuan Pasal 3 dan Pasal 4, disisipkan 2 (dua) Pasal yaitu Pasal 3A
dan Pasal 3B sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pelaporan Pengaduan Masyarakat
Pasal 3A

(1) Pejabat/PNS yang melihat, mendengar, dan mengalami adanya tindak pidana
korupsi wajib melaporkan kepada Inspektorat Provinsi Lampung.

(2) Masyarakat yang memiliki informasi adanya dugaan tindak pidana korupsi
wajib melaporkan kepada Inspektorat Provinsi Lampung.

Pasal 3B

(1) Pelaporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3A ayat (1) dan ayat (2) dapat
disampaikan secara lisan dan/atau tertulis melalui media elektronik dan
atau tertulis melalui media eloktronik dan/atau nonelektronik.

(2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat hal-hal sebagai
berikut:
a. Kondisi penyimpangan atau ketidaksesuaian dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan dan dapaknya;

b. Pihak yang diduga terkait;
c. Lokasi kejadian penyimpangan; dan
d. Waktu kejadian penyimpangan.
(3) Laporan dilengkapi dengan data pendukung.

e
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(4) Inspektorat Provinsi Lampung bertindak sebagai unit kerja yang menerimz,
mengelola, dan menindaklanjuti pengaduan sesuai ketentuan peraturasn
perundang-undangan.

Ketentuan Bab Il diubah, ketentuan Bagian Kelima disisipkan 4 (empat) Bagian
yaitu Bagian Kelima A, Bagian Kelima B, Bagian Kelima C, dan Bagian ¥Velima 1),
diantara ketentuan Pasal 17 dan Pasal 18 disisipkan 8 (delapan) Pasal yaitu Passl
17A, Pasal 17B, Pasal 17C, Pasal 17D, Pasal 17E, Pasal 17F, Pasal 17 G, dan
Pasal 17H sehingga berbunyi sebagai berikut:

Bagian Kelima A
Rekomendasi
Pasal 17A

Rekomendasi dapat berupa:

a. Penjatuhan hukuman disiplin;

b. Pengembalian kerugian keuangan negara/daerah;

c. Penyampaian hasil audit investigasi kepada Kepolisian Negara Republik
Indonesia dan Kejaksaan Agung Republik Indonesia; dan/atau

d. Penyampaian hasil audit investigasi kepada Komisi Pemberantasan Korupsi
Republik Indonesia.

Pasal 17B

Penanganan sebagaimana dimaksud dalam Bagian Ketiga dapat dilakukan
monitoring dan evaluasi sebagai bentuk tindaklanjut hasil audit investigasi cleh

Komisi Peberantasan Korupsi Republik Indonesia.

Bagian Kelima B
Perlindungan
Pasal 17C

(1) Gubernur wajib memberikan perlindungan kepada pelapor.

(2) Perlindungan kepada pelapor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan
dalam hal laporan memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 3B.

Pasal 17D

(1) Perlindungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17C ayat (1) berupa:
a. Perlindungan terhadap kerahasian;
b. Perlindungan terhadap karir; dan
c. Perlindungan terhadap ancaman fisik dan hukum.

(2) Perlindungan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a wajib
dilaksanakan oleh pengelola pengaduan dengan cara menjaga kerahasian
identitas pelapor dan data/ informasi yang disampaikan, dan dalam hal
informasi tersebut harus diungkapkan, maka:

a. pengungkapkan identitas pelapor hanya dapat dilakukan atas
persetujuan pelapor dan Inspektur Provinsi Lampung, kecuali ditentukan
lain oleh peraturan perunfang-undangan;

b. pengungkapan data/informasi yang disampaikan oleh pelapor hanya
dapat dilakukan atas persetujuan Inspektur Provinsi Lampung, kecuali
ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan.



(3) Perlindungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b adalah
perlindungan dari tindakan balasan/perlakuan yang bersifat administratif
kepegawaian yang tidak objektif dan merugikan berupa Pemutusan
Hubungan Kerja (PHK), penurunan jabatan, penurunan kenilaian kinerja
pegawai, pemindahan tugas/mutasi, hambatan karir lainnya atas
pejabat/pegawai yang menyampaikan laporan.

(4) Perlindungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf ¢ dilakukan dengan
berkoordinasi bersama Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban atau
instansi lain yang berwenag berdasarkan ketentuan peraturan perundang-
undangan.

Pasal 17E
Setiap pejabat pada instansi Pemerintah Provinsi Lampung dilarang memberikan
perlakuan diskriminatif atau tindakan yang merugikan pejabat/pegawai karena
melaporkan dugaan tindak pidana korupsi.

Pasal 17F

Perlindungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17D ayat (1) huruf b dan
huruf c juga diberikan kepada pengelola pengaduan.

Bagian Kelima C
Pemberian Penghargaan
Pasal 17G

(1) Gubernur dapat memberikan penghargaan terhadap pelapor dan pengelola
pengaduan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2) Pemberian penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah bentuk
piagam penghargaan.
(3) Selain piagam penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat
diberikan penghargaan berupa :
a. Promosi jabatan;
b. Kenaikan pangkat;
c. Pendidikan dan pelatihan;
d. Beasiswa pendidikan; dan/atau
e. Penghargaan lainnya.

(4) Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dalam hal
laporan pengaduan berdasarkan Putusan Pengadilan yang telah mempunyai
ketentuan hukum tetap terbukti telah terjadi tindak pidana korupsi.

Bagian Kelima D
Sanksi
Pasal 17H

(1) Pejabat/PNS yang tidak melaporkan terjadinya mengetahui adanya dugaan
tindak pidana korupsi dikenakan hukuman disiplin sesuai dengan peraturan
perundang-undangan.

(2) Pejabat yang menyalahgunakan jabatan dan/atau kewenangannya melakukan
tindakan balasan kepada pelapor dikenakan hukuman disiplin sesuai
peraturan perundang-undangan.

(3) Pengelola pengaduan yang mengungkapkan informasi yang dilakukan dengan
tidak sesuai kententuan dikenakan hukuman disiplin sesuai peraturan
perundang-undangan.



(4) Pejabat/PNS yang berdasarkan hasil audit investigasi terbukti membuat
laporan pengaduan palsu dan/atau membuat laporan pengaduan yang bersifat
fitnah, dikenakan hukuman disiplin sesuai peraturan perundang-undangan.

(5) Pejabat/PNS yang bedasarkan hasil audit investigasi terbukti menggangu,
menghambat, dan/atau menghalangi kelancaran proses kerja pengelola
pengaduan, dikenakan hukuman disiplin sesuai peraturan dan perundang-
undangan.

Pasal 11
Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan, pengundangan Peraturan
Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Lampung.

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal 27 = 9 - 2021

GUBERNUR LAMPUNG,

R

ARINAL DJUNAIDI

Diundangkan di Telukbetung
pada tanggal 27 - 9 - 2021

SEKRETARIS D PROYINSI LAMPUNG,

o —

ZAL DARMINTO

BERITA DAERAH PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2021 NOMOR ....%.....
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